
BUPATI KAPUAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

NOMOR   11 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam
melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kapuas perlu disusun
suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 150 ayat (3) huruf e
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kapuas Tahun 2013-2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

SALINAN



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4540);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,  Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;



20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010,
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun
2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor
16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 24);

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun
2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2006, tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas
Tahun 2005-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun
2006 Nomor 7);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah
Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2008, tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran
Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 4);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008, tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas
(Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 5),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah
Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 14);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2008, tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor
6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kapuas Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran
Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2008, tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun
2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas
Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kapuas Nomor 15);



29. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di  Kabupaten
Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor
8);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun
2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas
Nomor 3)

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS

DAN

BUPATI KAPUAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH  KABUPATEN KAPUAS TAHUN
2013-2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Kapuas.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Kapuas.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun
2013-2018 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan yang
merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah dan penyelenggara
pembangunan di daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahunan  Kabupaten Kapuas, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah dokumen
perencanaan pembangunan Kabupaten Kapuas untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,
melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.

10. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus
dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.



11. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit
kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik
berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018 merupakan :

1. Penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi
pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan
arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan RPJM
Nasional, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan RTRW kabupaten/kota lainnya;

2. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi
seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan dalam
mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3
(1) Penetapan RPJMD Kabupaten Kapuas dimaksudkan sebagai dokumen

perencanaan dalam penyusunan Renstra SKPD, Rencana Kerja Pembangunan
Daerah, Rencana Kerja SKPD, dan perencanaan penganggaran.

(2) Penetapan RPJMD Kabupaten Kapuas mempunyai tujuan untuk mewujudkan
perencanaan pembangunan daerah

BAB IV
SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 4
Sistematika penulisan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam  Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS BESERTA KERANGKA PENDANAAN
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB V
ISI DAN URAIAN RPJMD

Pasal 5
RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, tercantum dalam Lampiran Peraturan
Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.



BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 6
(1) Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran,

kebutuhan pembiayaan dan lain-lain dalam RPJMD, maka penyesuaian dilakukan
melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum
Anggaran pendapatan dan belanja daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahunnya.

(2) RPJMD dapat disesuaikan dalam hal rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW
Kabupaten Kapuas yang menjadi acuan penyusunan RPJMD setelah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah terdapat beberapa penyesuaian/penyempurnaan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7
Apabila masa jabatan Kepala Daerah berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya
belum terbentuk, maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan
daerah untuk masa 1 (satu) tahun kedepan dapat mengacu kepada program yang
tertuang di dalam RPJMD yang masih berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 24  Oktober 2013

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di  Kuala Kapuas
pada tanggal 6 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS

ttd

SANIJAN
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

NOMOR  11 TAHUN  2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2013-2018

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan
cita-cita tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu disusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Kapuas Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program
Bupati yang penyusunannya  berpedoman pada RPJP Daerah dan
memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, serta RPJM Nasional. RPJM
Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018 memuat gambaran Pengelolaan Keuangan
serta kerangka pendanaan, Analisis Isu-isu Strategis, Strategis dan Arah
Kebijakan, Kebijakan Umum dan Arah Program Pembangunan Daerah, Indikasi
Rencana Program Prioritas yang diserta kebutuhan Pendanaan dan Penetapan
Indikator Kinerja Daerah.

Penyusunan Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018, dilakukan secara partisipatif dengan
melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Kapuas Tahun 2013-2018, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas pada setiap tahun
anggaran.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal. 1
Cukup Jelas.

Pasal. 2
Cukup Jelas.

Pasal. 3
Cukup Jelas.

Pasal. 4
Cukup Jelas.



Pasal. 5
Cukup Jelas.

Pasal. 6
Cukup Jelas.

Pasal. 7
Cukup Jelas.

Pasal. 8
Cukup Jelas.
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